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PERPANJANGAN WAKTU - _

- a Jika terjadi Peristiwa Kempensas) sehingga penyslesaian pekerjaan aka;n mclam:;e::: 1;8}3531
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Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengu

Masa SPK.
PPK dapat menyetujui perpanjengan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian

terhadap usulan tertulis yang diaj1ken oleh penyedia.

1. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK _ o ¥ BN

¢ » Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapzi, termasuk: -

1) biaya langsung pengacdaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan

perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya meajadi hak

milik PPK;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
3) biaya langsung demobilisasi personil. - _
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan ol:h pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan
SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 3
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan,
3) penyedia berada dalam keadaan pailit;
4) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang

ditetapkan oleh PPK; !

5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibal kesalahan penyedia sudah melampaui
5% (lima perseratus) dari harga SPK cdan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup
menyelesaikan sisa pekerjazn;

6) Pengawas Pekerjaen memerntahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau

kelanjutan pekerjaan, dan per ntah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;

b.

7) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercaninm dalam SPK;
8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan ol¢l instansi yang berwenang; dan/atau
9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena keselahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dar/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakulcan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dulam pelaksanaan pengadaan, maka PPK
dikenakan sanksi berdasarlcan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah‘ mengajukan taghan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembeyaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. PPK da%am kurun waktu 7 (tujub bari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

c. bila terdapat ketidaksesuaian dal:m perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
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4. Dokumen Kontrak dibual untuk saling menjelaska
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yan

ketentuan dala
Hak dah kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

3

4.

n satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara
g berlaku adalah

m dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

£
2.

mengawasi dan memeriksa pekeraan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
mermninta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

Penyedia;
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran

pelzksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak,
membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan

kepada Penyedia;

b Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1.

2

74

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
dalam Kontrak;
meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan PPK untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
melaporkan pelaksanaan pzkerjaan secara periodik kepada PPK;
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerijaan yang telah

ditetapkan dalam Kontrak:

melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperiukan untuk pelaksanaan, penyglesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperiukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan

PPK;
menyerahkan hasil pekenaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan

dalam Kontrak;
mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

membatasi perusakan dan gangguar kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif temitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekesjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal
tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
PPK

O suU
NIP. 196310261991031004




